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Abstract

The development of the Nusantara Capital City is a national strategic project that requires active
public participation, particularly from those directly affected, such as the residents of Sepaku
District. However, the low level of political participation among the community remains a major
issue that needs to be examined more thoroughly. This study aims to determine the influence of
political trust on the political participation of the Sepaku community in the development of IKN.
A correlational quantitative approach was used. The instruments applied were the Citizen Trust
in Government Organizations (CTGO) scale to measure political trust and the Participatory
Behaviors Scale (PBS) to assess political participation. A total of 433 respondents were selected
using probability sampling with the cluster sampling method from eight villages/sub-districts.
The data analysis method used was simple linear regression. The results showed a significant
influence of political trust on political participation, with a significance value of 0.000 (p < 0.05)
and a coefficient of determination of 0.058. This indicates that political trust contributes 5.8%
to the political participation of the community. Although the contribution is relatively small, the
findings affirm that trust in government plays an important role in enhancing public
engagement in the development of IKN.
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Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan proyek strategis nasional yang memerlukan
partisipasi aktif masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung seperti
masyarakat Kecamatan Sepaku. Namun, rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi
permasalahan utama yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh kepercayaan politik terhadap partisipasi politik masyarakat
Kecamatan Sepaku dalam pembangunan IKN. Pendekatan yang digunakan adalah
kuantitatif korelasional. Instrumen yang digunakan adalah skala Citizen Trust in
Government Organizations (CTGO) untuk mengukur kepercayaan politik dan Participatory
Behaviors Scale (PBS) untuk mengukur partisipasi politik. Sampel diambil sebanyak 433
responden menggunakan teknik probability sampling dengan jenis cluster sampling dari
delapan desa/kelurahan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kepercayaan
politik terhadap partisipasi politik, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,05) dan
nilai koefisien determinasi sebesar 0,058. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan politik
berkontribusi sebesar 5,8% terhadap partisipasi politik masyarakat. Meskipun
kontribusinya tergolong kecil, temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan terhadap
pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat
dalam pembangunan IKN.
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1. Pendahuluan
Pembangunan nasional yang saat ini sedang dilaksanakan adalah pemindahan Ibu Kota

Negara (IKN), sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024, memindahkan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur,
yang bertempat di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam
Paser Utara. Upaya tersebut diambil guna mendukung Visi Indonesia 2045 yang menargetkan
Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia melalui
serangkaian transformasi ekonomi yang diperlukan untuk merealisasikan visi tersebut
(Faustina dkk., 2023). Salah satu kecamatan yang terdampak langsung adalah Kecamatan
Sepaku, yang secara administratif menjadi bagian dari kawasan inti pusat pemerintahan IKN
dan memiliki jumlah penduduk sekitar 40.322 jiwa pada tahun 2024 (BPS, 2024). Meskipun
demikian, partisipasi masyarakat Kecamatan Sepaku dalam konsultasi dan perencanaan
pembangunan IKN masih tergolong rendah, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum
konsultasi publik terkait pembangunan IKN di wilayah Sepaku dikategorikan sebagai “vague
awareness”. Ini artinya, warga mengetahui rencana pemindahan IKN, tetapi tidak dilibatkan
dalam proses formal pengambilan keputusan (Dewi dkk., 2020).

Partisipasi masyarakat dalam rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur masih
tergolong rendah. Pemerintah belum menyediakan mekanisme yang memadai untuk
melibatkan masyarakat secara langsung, baik melalui forum diskusi resmi maupun wadah
aspirasi yang terstruktur (Alamsyah, 2019). Partisipasi politik masyarakat dalam
perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk pada pembangunan IKN sering kali
hanya bersifat formalitas dengan pemberian informasi sepihak tanpa melibatkan
masyarakat adat dan kelompok terdampak dalam pengambilan keputusan (Hamdani,
2020). Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan IKN
berada pada tahap informing, yaitu masyarakat hanya berperan sebagai penerima
informasi tanpa dilibatkan maupun memiliki pengaruh dalam proses pengambilan
keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik di Indonesia bervariasi dan dipengaruhi berbagai faktor,
namun meskipun telah didorong melalui berbagai mekanisme, keterlibatan tersebut masih
terhambat oleh rendahnya pendidikan, keterbatasan akses informasi, serta perbedaan
budaya partisipasi di tiap komunitas (Nelly, 2024). Kecamatan Sepaku dipilih sebagai lokasi
penelitian karena merupakan bagian dari kawasan inti pembangunan IKN, bukan sekadar
daerah penyangga. Kecamatan Sepaku khususnya Desa Bumi Harapan menjadi pusat
pengembangan infrastruktur utama seperti sistem penyediaan air minum dan koridor

permukiman (Pramesti & Jumansyah, 2024). Daerah ini juga mengalami pertumbuhan
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ekonomi lokal setelah penetapan sebagai lokasi IKN. Selain itu, penelitian lain menjelaskan
bahwa masyarakat Sepaku menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih rendah dibandingkan
dengan kecamatan lain seperti Samboja, dengan tingkat partisipasi jauh di bawah
kecamatan penyangga (Dewi dkk., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun
wilayah Sepaku terdampak langsung oleh pembangunan, tingkat keterlibatan warga dalam
proses perumusan kebijakan masih minim. Oleh karena itu, penting untuk memfokuskan
kajian pada Kecamatan Sepaku dalam upaya menelaah hubungan antara kepercayaan
politik dan partisipasi politik masyarakat di tingkat lokal

Minimnya partisipasi politik masyarakat juga tampak dalam hal pengambilan
keputusan, yaitu adanya percepatan dalam pembahasan RUU IKN yang diselesaikan hanya
dalam 42 hari saja. Padahal biasanya diperlukan waktu 130 hingga 160 hari untuk
menyusun undang-undang di Indonesia (Mahardika & Saputra, 2022). Proses diskusi yang
singkat ini dianggap kurang memberikan kesempatan yang memadai bagi masyarakat
untuk terlibat terutama masyarakat adat seperti suku Balik dan Paser yang memiliki hak
adat atas lahan yang terkena dampak pembangunan IKN (Faustina dkk., 2023). Selain itu,
para aktivis lingkungan juga melakukan protes dengan membentangkan spanduk berisi
ungkapan kekhawatiran kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan ini
(Faturahman, 2024). Hal ini menandakan bahwa masyarakat melakukan activism sebagai
salah satu aspek dari partisipasi politik, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam bentuk
demonstrasi dengan cara melakukan protes (Talo & Mannarini, 2015). Lebih lanjut lagi,
Hasanah dkk. (2023) menyoroti minimnya partisipasi politik masyarakat lokal dalam
proses pembuatan kebijakan terkait pemindahan IKN. Studi tersebut menunjukkan bahwa
masyarakat Kecamatan Sepaku hampir tidak dilibatkan secara bermakna untuk
memberikan aspirasi atau masukan dalam perumusan kebijakan, dan keikutsertaan mereka
dalam konsultasi publik masih sangat rendah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Kecamatan Sepaku, data
diperoleh melalui survei awal menggunakan kuesioner sederhana yang disebarkan kepada
17 responden. Responden dalam studi ini merupakan masyarakat setempat yang
memenuhi kriteria sebagai warga aktif dan memiliki hak dalam kegiatan musyawarah atau
forum publik. Teknik pemilihan responden menggunakan non-probability sampling dengan
metode purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu seperti usia,
keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, dan ketersediaan untuk berpartisipasi dalam
penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa tidak ada responden (0%) yang menyatakan
pernah menyampaikan aspirasi dalam musyawarah desa maupun sosialisasi pemerintah.

Sebanyak 82% responden menyatakan pernah hadir dalam forum formal namun hanya
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sebagai pendengar tanpa memberikan pendapat, sedangkan 18% lainnya menyatakan tidak
pernah hadir dalam forum formal tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bentuk
partisipasi yang disebut aktif ketegori rendah. Analisis ini menunjukkan meskipun
responden menyatakan pernah hadir, namun keterlibatan mereka terbatas pada menyimak,
bukan berkontribusi secara langsung. Masyarakat juga belum banyak terlibat dalam bentuk
partisipasi politik seperti petisi, aksi damai, atau forum advokasi warga. Ditunjang oleh
temuan lainnya, wilayah seperti Desa Telemow di Kecamatan Sepaku memang tercatat
sebagai salah satu daerah dengan partisipasi pemilih rendah pada Pemilu 2024, hal ini
memperkuat gambaran rendahnya partisipasi politik masyarakat di lapangan
(Purwaniawan, 2023). Temuan ini sejalan dengan dimensi civil participation dari Bintang
dkk., (2024) dan dimensi latent political participation menurut Ekman & Amna, (2012),
yang menunjukkan masyarakat memiliki kesadaran dan hadir di ruang politik, namun
belum aktif dalam menyuarakan pendapat atau mengambil inisiatif politik yang konkrit.

Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dalam demokrasi dan pembangunan
berkelanjutan, tidak hanya sebagai mekanisme untuk memastikan keadilan sosial, namun
juga sebagai cara untuk meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan publik. Partisipasi
politik masyarakat yang bermakna dapat membantu membangun kepercayaan antara
pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan keberhasilan proyek pembangunan (Cox,
2010). partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kegiatan pemilihan umum, tetapi juga
mencakup keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan
terhadap kebijakan, serta berperan aktif dalam program pembangunan yang diselenggarakan
pemerintah (Sa'id dkk., 2019). Partisipasi politik ini dapat ditingkatkan dan diintegrasikan
dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, masalah partisipasi
politik masyarakat dalam pembangunan IKN perlu diteliti lebih mendalam.

Untuk memahami lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat lokal dalam
pembangunan IKN, penelitian ini berfokus pada kajian tentang partisipasi politik
masyarakat yang terdampak langsung. Partisipasi politik didefinisikan sebagai bentuk
perilaku individu yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan atau keputusan politik,
baik melalui jalur formal seperti memberikan suara dalam pemilu dan keterlibatan dalam
kampanye maupun jalur non-formal seperti demonstrasi, diskusi publik, dan kampanye
media sosial (Ekman & Amna, 2012). Partisipasi politik diartikan sebagai segala bentuk
tindakan individu untuk memengaruhi kebijakan publik atau proses politik, melalui
dimensi civil participation, formal political participation, dan activism (Bintang dkk., 2024).
Ketiga dimensi ini menggambarkan cakupan luas dari keterlibatan warga, dari jalur formal

hingga aksi-aksi yang muncul dari inisiatif masyarakat secara langsung. Dengan demikian,
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partisipasi politik tidak hanya dilihat dari kehadiran individu dalam pemilu, tetapi juga
bagaimana mereka menyuarakan aspirasinya dalam berbagai arena kehidupan publik dan
politik, baik melalui saluran resmi maupun melalui gerakan masyarakat. Individu yang
memiliki partisipasi politik yang biasanya disebut sebagai individu yang aktif secara politik,
terlibat dalam berbagai kegiatan politik seperti memberikan suara, mengikuti kampanye,
atau berpartisipasi dalam aksi-aksi politik lainnya. Sebaliknya, individu dengan partisipasi
rendah sering disebut sebagai individu yang kurang terlibat atau tidak aktif dalam kegiatan
politik, yang mungkin menunjukkan ketidakpedulian terhadap proses politik.

Partisipasi politik generasi muda di Indonesia masih terbatas pada voting, kemudian
keterlibatan dalam diskusi politik dan kampanye juga terbilang cukup rendah (Wahyuni &
Adnan, 2024). Salah satu yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang
adalah adalah kepercayaan politik (Paige, 1971). Kepercayaan politik merupakan
keyakinan individu bahwa pemerintah dan institusi politik memiliki kemampuan serta niat
baik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat (Wahyu & Sa’id,
2020). Kepercayaan didefinisikan sebagai kemauan individu untuk membuka diri terhadap
pihak lain berdasarkan ekspektasi bahwa pihak tersebut akan bertindak sesuai
kepentingan pihak yang mempercayai (Mayer dkk. 1995). Kepercayaan politik yaitu
persepsi masyarakat bahwa pemerintah memiliki kemampuan (competence), bertindak
demi kebaikan publik (benevolence), dan memiliki integritas (integrity) (Grimmelikhuijsen
& Knies, 2017). Dimensi competence mengacu pada sejauh mana masyarakat menilai bahwa
pemerintah mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional, termasuk dalam
merancang kebijakan, menyediakan layanan publik, serta merespons kebutuhan
masyarakat. Benevolence merefleksikan keyakinan bahwa pemerintah memiliki niat baik
dan benar-benar peduli terhadap kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata mengejar
kepentingan kelompok elit atau pihak tertentu. Sementara itu, integrity menunjukkan
persepsi masyarakat bahwa pemerintah jujur, transparan, menepati janji, dan bertindak
konsisten dengan nilai-nilai moral serta prinsip keadilan. Individu dikatakan memiliki
kepercayaan politik tinggi ketika ia percaya bahwa pemerintah dan institusi politiknya
dapat dipercaya, menunjukkan keyakinan terhadap integritas, kompetensi, dan niat baik
dari organisasi pemerintahan tersebut. Sebaliknya, kepercayaan politik rendah
menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan dan niat baik pemerintah, serta
keraguan terhadap integritas institusi politik. Kepercayaan ini biasa diukur melalui
indikator yang mencerminkan persepsi positif terhadap karakteristik sifat dapat dipercaya
dari pemerintah, yaitu selaras dengan dimensi competence, benevolence, dan integrity

(Grimmelikhuijsen & Knies, 2017).
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Semakin tinggi kepercayaan terhadap pemerintah, semakin aktif partisipasi yang
ditunjukkan (Fathonah & Sunarso, 2023; Handaningrum & Rini, 2014). Temuan penelitian
lainnya mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif antara kepercayaan politik dan
partisipasi politik institusional seperti pemilu, tetapi memiliki hubungan negatif dengan
partisipasi non-institusional seperti periklanan dan boikot produk (Hooghe & Marien,
2013). Selain itu, tingkat kepercayaan politik mempengaruhi partisipasi politik online,
individu dengan kepercayaan politik rendah lebih cenderung menggunakan media sosial
untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dibandingkan dengan mereka yang memiliki
kepercayaan politik tinggi (Koivula dkk., 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, telah banyak penelitian mengenai pengaruh
kepercayaan politik terhadap partisipasi politik (Fathonah & Sunarso, 2023; Handaningrum
& Rini, 2014; Hooghe & Marien, 2013; Koivula dkk., 2021; Wahyuni & Adnan, 2024). Namun,
masih terdapat kekurangan pada penelitian tersebut, yaitu hanya membahas isu-isu terkait
pemilihan umum, dan belum ada yang berfokus pada isu perumusan sampai implementasi
kebijakan, seperti pada isu pembangunan IKN yang tidak partisipatif. Maka dari itu,
kebaruan dari penelitian ini yaitu menganalisis kepercayaan politik mempengaruhi
partisipasi politik masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan,
khususnya pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kemudian penelitian ini
penting untuk diteliti guna mengkaji secara khusus pengaruh kepercayaan politik terhadap
partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Sepaku, yang terlibat langsung dalam
pembangunan Ibu Kota Nusantara. Mengingat posisi strategis masyarakat Kecamatan
Sepaku dalam pembangunan ibu kota baru, pemahaman terhadap kepercayaan politik
mereka menjadi sangat penting untuk menyuarakan aspirasi lokal dalam proses
pembangunan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi pengaruh kepercayaan politik
terhadap partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sepaku dalam pembangunan Ibu Kota
Nusantara. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah dapat memperkaya pengetahuan
baru mengenai kepercayaan politik terhadap partisipasi politik, khususnya dalam
pembangunan Ibu Kota Nusantara. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
pijakan untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengambil kebijakan guna
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
politik, sehingga proses pembangunan dapat lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi
masyarakat lokal di Kecamatan Sepaku. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu
kepercayaan politik berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Kecamatan

Sepaku dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
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2. Metode l
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Pendekatan ini
digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Kepercayaan Politik (X) terhadap
variabel Partisipasi Politik (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang
beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Sepaku dan berusia minimal
20 tahun, yang dianggap telah memiliki hak politik penuh, dengan jumlah sebanyak 24.523
penduduk (BPS, 2021). Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan
jenis cluster sampling sebagai jenis pengambilan sampelnya. Teknik cluster sampling
digunakan karena populasi tersebar secara geografis ke dalam beberapa wilayah
administratif (desa dan kelurahan), sehingga pengambilan sampel berdasarkan kelompok-
kelompok (cluster) wilayah menjadi lebih efisien. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk menjangkau populasi yang luas secara praktis tanpa mengorbankan keterwakilan
sampel terhadap populasi. Dari total 11 desa dan 4 kelurahan yang ada di Kecamatan
Sepaku, populasi dibagi ke dalam 8 cluster, yaitu 6 desa dan 2 kelurahan, yang kemudian
diambil sampelnya secara proporsional dari setiap cluster. Sementara itu, 5 desa dan 2
kelurahan lainnya digunakan untuk mengambil data saat uji coba instrumen penelitian.
Pengambilan 8 cluster tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa dari cluster yang diambil
tersebut sudah dapat merepresentasikan dari seluruh populasi. Penentuan jumlah sampel

dari populasi dilakukan menggunakan rumus Slovin (Soedibjo, 2013), yaitu:

N
(1 + Ne?)

n : Jumlah sampel
N : Total populasi (24.523)
e : margin of error (5%)
Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel yang diperoleh dihitung menggunakan

data dari (BPS, 2021) sebagai berikut.
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Tabel 1

Sebaran Sampel

Desa/ Kelurahan Jumlah Penduduk Jumlah Sampel

Argo Mulyo 3195 53
Binuang 2005 33
Bukit Raya 2812 47
Bumi Harapan 2071 34
Maridan 3976 67
Sepaku 1888 31
Sukaraja 3874 64
Tengin Baru 3908 65
Total 394

Penelitian ini menggunakan dua instrumen utama yaitu kepercayaan politik dan
partisipasi politik dalam pembangunan. Dalam penelitian ini, kepercayaan politik diukur
dengan menggunakan skala Citizen Trust in Government Organizations (CTGO) yang
dikembangkan oleh Grimmelikhuijsen & Knies, (2017), dan didasarkan pada teori
kepercayaan dari Mayer dkk., (1995). Skala ini membagi kepercayaan politik menjadi tiga
dimensi utama, yaitu: 1) perceived competence - persepsi bahwa pemerintah memiliki
kemampuan dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya; 2) perceived benevolence -
persepsi bahwa pemerintah peduli terhadap kesejahteraan publik dan bertindak demi
kepentingan umum.; 3) perceived integrity - persepsi bahwa pemerintah jujur, dapat
dipercaya, dan menepati janji dalam menjalankan kebijakan. Skala ini menggunakan format
Likert 5 poin mulai dari “Sangat Tidak Setuju” sampai “Sangat Setuju”. Penyusunan
rancangan adaptasi aitem menggunakan output blueprint yang kemudian diajukan kepada
empat expert judgement untuk dilakukan penilaian dan penerimaan saran. Instrumen
penelitian ini memiliki nilai validitas isi aiken’s V bergerak dari 0,94 sampai dengan 1,00.
Setelah dilakukannya penilaian oleh expert judgment, aitem tersebut diuji coba kepada
responden. Dalam tahap uji coba ini, terdapat 46 responden yang memenuhi kriteria
penelitian yang telah ditentukan. Setelah data diperoleh dari 46 responden, didapatkan nilai
daya beda aitem berada pada rentang 0,680 - 0,869, kemudian dilakukan uji reliabilitas
yang menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,949.

Instrumen partisipasi politik dalam pembangunan dari penelitian ini diukur dengan
menggunakan Participatory Behaviors Scale (PBS) yang diadaptasi dari Talo & Mannarini,
(2015), dan telah diuji konstruksi serta validitasnya oleh Bintang dkk., (2024). Skala ini
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dirancang berdasarkan kerangka teori dari Ekman & Amng, (2012) dan mencakup tiga
dimensi utama yaitu: 1) civil participation yaitu individu terlibat dalam aktivitas politik dan
mengikuti isu-isu politik yang berkembang; 2) formal political participation yaitu individu
memiliki tujuan politik yang jelas dan secara aktif terlibat dalam kegiatan politik resmi; 3)
activism yaitu keterlibatan individu dalam bentuk aksi protes atau demonstrasi sebagai
wujud ekspresi politik. Skala ini awalnya terdiri dari 16 item dan empat dimensi, namun
dimensi disengagement dihilangkan karena dianggap tidak relevan untuk fokus partisipasi
politik yang aktif. Penggunaan instrumen PBS relevan dengan penelitian ini karena sesuai
dengan temuan studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan
Sepaku, sebagai sampel penelitian, memiliki partisipasi politik yang bersifat aktif. Setelah
dimodifikasi, skala terdiri dari 14 item yang dinyatakan valid dan reliabel. Skala ini
menggunakan format Likert 4 poin dari “Sangat Tidak Setuju” hingga “Sangat Setuju”.
Validitas konstruk dalam uji CFA diperoleh nilai RMSEA sebesar 0.000 (< 0,05) dan nilai p-
value = 0,83306 > 0,05, yang menunjukkan model tergolong cukup baik (Bintang dkk.,
2024). Kemudian peneliti menyusun rancangan modifikasi seluruh aitem dengan
menambahkan konteks pembangunan IKN guna menyesuaikan latar belakang penelitian
menggunakan output blueprint yang selanjutnya diajukan kepada empat expert judgement
untuk dilakukan penilaian dan penerimaan saran. Instrumen penelitian ini memiliki nilai
validitas aiken’s V bergerak dari 0.88 sampai dengan 1.00. Setelah dilakukannya penilaian
oleh expert judgment, aitem tersebut diuji coba kepada responden. Dalam tahap uji coba ini,
terdapat 46 responden yang memenuhi kriteria penelitian yang telah ditentukan. Setelah
mendapatkan data dari 46 responden tersebut, didapatkan nilai daya beda aitem berada
pada rentang 0,312 - 0,804, kemudian dilakukan uji reliabilitas yang menghasilkan nilai
Cronbach’s Alpha sebesar 0,895.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Teknik ini
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel
Kepercayaan Politik (X) terhadap variabel Partisipasi Politik (Y). Proses analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) versi 25.

3. Hasil dan Pembahasan l

Bagian hasil penelitian ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh dari proses
pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian disusun secara sistematis untuk
menggambarkan karakteristik responden serta menjawab tujuan penelitian yang telah

dirumuskan sebelumnya.
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3.1 Gambaran Responden

Pada bagian ini disajikan gambaran umum karakteristik responden penelitian yang
meliputi jenis kelamin, usia, asal desa/kelurahan, dan tingkat pendidikan terakhir.
Penyajian data demografi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai profil
responden yang terlibat dalam penelitian sehingga dapat membantu dalam memahami
konteks hasil penelitian secara lebih komprehensif. Adapun rincian karakteristik
responden disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2

Data Demografi Responden Penelitian

DesKripsi Jumlah (N) Persentase (%)
Jenis Kelamin

Laki-laki 162 37,4
Perempuan 271 62,6
Usia

20-24 153 35,3
25-29 54 12,5
30-34 50 11,5
35-39 40 9,2
40-44 45 10,4
45-49 29 6,7
50-54 32 7,4
55-59 18 4,2
60-64 4 0,9
65+ 8 1,8
Asal Desa/Kelurahan

Argo Mulyo 55 12,7
Binuang 36 8,3
Bukit Raya 53 12,2
Bumi Harapan 38 8,8
Maridan 71 16,4
Sepaku 47 10,9
Sukaraja 66 15,2
Tengin Baru 67 15,5
Pendidikan Terakhir

SD 29 6,7
SMP 37 8,5
SMA 214 49,4
Diploma 25 5,8
S1 117 27,0
S2 11 2,5

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti (2025).
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Berdasarkan hasil penelitian, jumlah responden sebanyak 433 orang menunjukkan
keterwakilan masyarakat Kecamatan Sepaku dari berbagai latar belakang demografis.
Dominasi responden perempuan mengindikasikan bahwa perempuan memiliki tingkat
partisipasi yang cukup tinggi dalam penelitian ini, yang dapat mencerminkan keterlibatan
mereka dalam aktivitas sosial maupun akses terhadap survei. Dari sisi usia, mayoritas
responden berada pada rentang 20-24 tahun yang termasuk dalam kelompok usia produktif
awal, yang umumnya memiliki mobilitas tinggi, lebih adaptif terhadap perubahan, serta lebih
aktif dalam mengakses informasi, termasuk informasi politik melalui media digital.

Ditinjau dari asal wilayah, distribusi responden yang relatif merata antar
desa/kelurahan menunjukkan bahwa data yang diperoleh cukup merepresentasikan
kondisi masyarakat di Kecamatan Sepaku, meskipun terdapat konsentrasi lebih besar di
beberapa wilayah seperti Maridan, yang dapat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk atau
kemudahan akses pengambilan data. Sementara itu, dari sisi pendidikan, dominasi lulusan
SMA/sederajat menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat
pendidikan menengah, yang berpotensi memengaruhi cara pandang terhadap isu-isu
politik, khususnya dalam hal pemahaman kebijakan publik dan tingkat kepercayaan
terhadap pemerintah.

3.2 Hasil Uji Asumsi
Tabel 3

Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan
Unstandardized Residual 0,018 Tidak berdistribusi normal

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi 0,018 < 0,05. Maka dapat
disimpulkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal.
Tabel 4

Uji Linearitas

Variabel Sig. Deviation From Linearity = Keterangan

Kepercayaan Politik dan Partisipasi Politik 0,330 Linier

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai Sig. deviation from linearity sebesar
0,330 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara

Kepercayaan Politik dengan Partisipasi Politik.
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Tabel 5

Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig. Keterangan

Kepercayaan Politik 0,09 Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser antara
variabel independen dengan absolut residual, didapatkan nilai signifikansi 0,09 > 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diketahui
bahwa data residual tidak berdistribusi normal (signifikansi = 0,018 < 0,05). Namun
demikian, analisis regresi tetap dapat dilanjutkan karena asumsi normalitas dalam regresi
linear tidak bersifat mutlak, terutama bila jumlah sampel besar. Menurut Azwar (2000),
pelanggaran terhadap asumsi normalitas tidak serta-merta membuat hasil analisis menjadi
tidak sah, terlebih jika jumlah subjek dalam penelitian cukup banyak. Dalam hal ini, ukuran
sampel yang digunakan sebanyak 433 responden telah memenuhi syarat untuk
menerapkan Teorema Limit Pusat, yang menjamin bahwa distribusi sampling akan
mendekati normal meskipun data mentah tidak berdistribusi normal (Ghasemi & Zahedias],
2012).

Tabel 6

Norma dan Kategorisasi Responden Penelitian

Norma Kategorisasi Kepercayaan Politik Partisipasi Politik
N % N %
X<M-1SD Sangat Rendah 45 10,39 71 16,40
M-1SD<X<M Rendah 86 19,86 176 40,65
M<X<M+1SD Tinggi 107 24,71 156 36,03
X>M+1SD Sangat Tinggi 195 45,03 30 6,93

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mayoritas responden menunjukkan
tingkat kepercayaan politik yang sangat tinggi (45,03%). Namun demikian, tingkat
partisipasi politik justru paling dominan berada pada kategori rendah (40,65%). Temuan
ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tingkat kepercayaan terhadap sistem
politik dengan tingkat keterlibatan dalam aktivitas politik secara langsung. Pada variabel
kepercayaan politik, kategori sangat rendah menggambarkan individu yang memiliki
persepsi negatif terhadap pemerintah, seperti meragukan kemampuan pemerintah dalam
menjalankan tugas, tidak percaya pada niat baik pemerintah terhadap masyarakat, serta

menilai rendah integritas dalam proses pemerintahan. Kategori rendah menunjukkan
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bahwa individu masih memiliki keraguan terhadap kinerja dan integritas pemerintah,
meskipun tidak sepenuhnya menolak legitimasi institusi politik. Kategori tinggi
mencerminkan adanya keyakinan yang cukup baik terhadap kemampuan, niat, dan
integritas pemerintah, meskipun masih terdapat sikap kritis terhadap beberapa kebijakan.
Sementara itu, kategori sangat tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan yang kuat, di mana
individu meyakini bahwa pemerintah mampu, beritikad baik, dan menjalankan tugas secara
konsisten sesuai dengan kepentingan publik.

Sementara itu, pada variabel partisipasi politik, kategori sangat rendah
menggambarkan individu yang hampir tidak terlibat dalam aktivitas politik, baik secara
formal maupun non-formal, termasuk minim dalam mengakses informasi politik. Kategori
rendah menunjukkan keterlibatan yang terbatas pada aktivitas pasif seperti mengikuti
berita politik atau diskusi ringan tanpa keterlibatan lebih lanjut. Kategori tinggi
mencerminkan keterlibatan yang lebih aktif, seperti mengikuti kegiatan politik formal,
berpartisipasi dalam diskusi publik, atau terlibat dalam komunitas yang berkaitan dengan
isu sosial-politik. Adapun kategori sangat tinggi menunjukkan partisipasi yang intens dan
aktif, seperti keterlibatan dalam kampanye politik, aksi kolektif (demonstrasi, petisi), serta
upaya langsung dalam memengaruhi kebijakan publik.

Klasifikasi partisipasi politik kategori rendah ini cenderung berkorelasi dengan
dimensi civil participation dalam kerangka Participatory Behaviors Scale (PBS), yang
mencakup bentuk partisipasi dasar seperti membaca berita politik, mengikuti akun media
sosial bertema politik, atau berdiskusi secara terbatas (Bintang dkk., 2024). Aktivitas ini
belum mencerminkan keterlibatan dalam bentuk partisipasi politik yang lebih aktif seperti
kampanye politik (formal participation) maupun aksi kolektif seperti demonstrasi atau
petisi (activism). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun responden
menunjukkan tingkat kepercayaan politik yang tinggi, bentuk partisipasi politik yang
dominan masih bersifat informatif, sehingga kepercayaan terhadap sistem politik belum
sepenuhnya mendorong keterlibatan dalam praktik politik yang lebih aktif dan substansial.

3.3 Hasil Uji Hipotesis

Tabel 7

Hasil Uji Hipotesis
Variabel B t Hitung  Sig. R Square
Kepercayaan Politik 27,214 18,409 0,000 ,058

Partisipasi Politik ,237 5,136
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Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana yang telah dilakukan, didapatkan nilai
signifikansi antara kedua variabel tersebut adalah 0,000 < 0,05. Hal tersebut menunjukkan
partisipasi politik (X) secara signifikan berpengaruh terhadap partisipasi politik (Y). Oleh
sebab itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan politik berhubungan dengan semakin
tingginya tingkat partisipasi politik. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa
hipotesis diterima. Selain itu, didapatkan pula persamaan regresi sebagai berikut;

Y=a+bX
Y =27,214+0,237X

Pada persamaan tersebut diketahui bahwa angka konstan (a) sebesar 27,214
sedangkan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,237. Nilai konstanta sebesar 27,214
memiliki arti bahwa nilai konsisten variabel Partisipasi Politik adalah 27,214. Koefisien
regresi untuk variabel X sebesar 0,237 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada nilai
Kepercayaan Politik akan diikuti dengan peningkatan sebesar 0,237 pada nilai Partisipasi
Politik. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,058
mengindikasikan bahwa variabel bebas, yaitu Kepercayaan Politik, memberikan kontribusi
pengaruh positif terhadap variabel terikat, Partisipasi Politik, sebesar 5,8%. Sedangkan
sisanya sebesar 94,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

3.4 Pembahasan

Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan dari kepercayaan politik terhadap partisipasi politik. Hasil ini mengindikasikan
bahwa kepercayaan politik memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan
partisipasi politik masyarakat Sepaku, meskipun kontribusinya relatif kecil. Tingkat
kontribusi yang terbilang rendah ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain selain
kepercayaan politik yang juga dapat memengaruhi partisipasi politik. Salah satunya adalah
kesadaran politik, sebagaimana diungkap dalam penelitian Fathonah & Sunarso, (2023),
yang menemukan bahwa kesadaran politik memiliki kontribusi sebesar 43% terhadap
partisipasi politik, lebih tinggi dibandingkan kepercayaan politik yang hanya 35,6%. Hal ini
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian warga terhadap
isu-isu politik turut mendorong partisipasi mereka dalam proses politik.

Berdasarkan norma kategorisasi menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki
tingkat kepercayaan politik (X) yang sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa
masyarakat Kecamatan Sepaku pada umumnya memiliki keyakinan yang cukup kuat
terhadap pemerintah. Tingginya tingkat kepercayaan politik ini didukung dengan distribusi
demografi responden, yaitu kelompok usia 20-24 tahun mendominasi partisipasi

penelitian. Kelompok usia ini dikenal lebih aktif dalam mengakses informasi politik melalui
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media sosial dan media digital, sehingga lebih terpapar pada narasi pemerintah terkait
pembangunan IKN. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa mayoritas pemilih berasal dari
kelompok usia 20-29 tahun dan menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi
politik, yang menunjukkan bahwa generasi muda memiliki akses informasi politik yang
lebih tinggi melalui platform digital (Simbolon & Arifin, 2025). Pernyataan tersebut juga
didukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa masyarakat dengan akses
informasi melalui literasi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan
masyarakat di ranah digital (Silviah, 2024). Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan aspek
perceived competence yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap kompetensi
pemerintah dalam menjalankan proyek strategis dapat meningkatkan tingkat kepercayaan
politik (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017). Dalam pembangunan IKN, kepercayaan politik
dapat terbentuk melalui sosialisasi yang intensif terkait manfaat dari proyek tersebut bagi
masyarakat lokal, terutama bagi usia produktif yang lebih melek informasi politik.
Meskipun tingkat kepercayaan politik berada pada kategori sangat tinggi, hasil dari
kategorisasi partisipasi politik (Y) justru menunjukkan hasil yang kontras. Sebagian besar
responden berada pada kategori rendah. Temuan ini menunjukkan adanya gap antara
tingkat kepercayaan politik dengan partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sepaku.
Kelompok wusia 20-24 tahun yang mendominasi responden juga menunjukkan
kecenderungan mengikuti berita terkait IKN tanpa terlibat langsung dalam aktivitas politik
formal. Dari hasil tersebut selaras dengan penelitian Wahyuni & Adnan, (2024) yang
menyatakan bahwa generasi muda di Indonesia cenderung hanya berpartisipasi pada
aktivitas politik seperti voting, sedangkan keterlibatan dalam diskusi publik, kampanye,
atau diskusi kebijakan masih terbilang rendah. Selain itu, tingkat pendidikan responden
yang mayoritas SMA/sederajat juga dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi politik.
Menurut Igrima dkk, (2019) menemukan bahwa faktor jenis kelamin serta tingkat
pendidikan memiliki andil dalam memengaruhi tingkat partisipasi politik pada pemilih
pemula. Dengan demikian, meskipun masyarakat memiliki kepercayaan politik yang tinggi,
namun keterbatasan pengetahuan dan kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam
pembangunan IKN dapat menjadi penghambat bagi mereka untuk berpartisipasi lebih aktif.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa
adanya hubungan signifikan antara kepercayaan politik dengan partisipasi politik (Akhrani
dkk., 2018). Individu yang memiliki persepsi positif dan kepercayaan yang tinggi terhadap
dunia politik cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam aktivitas politik dibandingkan
mereka yang merasa tidak puas atau kecewa dengan pengalaman politiknya. Pernyataan

tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingginya
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kepercayaan politik dapat memunculkan perasaan puas serta mendorong dukungan
sukarela terhadap aktivitas politik (Matulessy & Samsul, 2013). Temuan ini juga selaras
dengan studi (Paige, 1971), yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan politik menjadi
faktor utama dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik formal.
Kepercayaan politik berfungsi sebagai cerminan dari harapan masyarakat terhadap
pemerintah, keyakinan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam proses politik (Haryanto dkk., 2015; Saad & Salman, 2013).

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai
kepercayaan politik dan partisipasi politik masyarakat yang secara langsung terdampak
oleh proyek nasional, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Temuan bahwa
kepercayaan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi politik, meskipun
dalam skala yang relatif kecil, memberikan dasar penting bagi pemerintah dan pembuat
kebijakan untuk lebih mengutamakan pendekatan yang membangun kepercayaan politik
guna mendorong partisipasi politik lebih aktif. Namun, penelitian ini juga memiliki
beberapa keterbatasan, di antara adalah keterbatasan cakupan wilayah yang terbatas pada
Kecamatan Sepaku, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh
wilayah yang terdampak oleh pembangunan IKN. Komposisi yang tidak seimbang dari jenis
tingkat pendidikan responden juga dapat memengaruhi objektivitas temuan, karena
perbedaan partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Oleh
karena itu, penelitian ini masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi secara
menyeluruh pada populasi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.

4. Simpulan l

Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari kepercayaan
politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kecamatan Sepaku dalam pembangunan Ibu
Kota Nusantara. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansi pada uji regresi linear
sederhana. Kepercayaan politik memberikan pengaruh sebesar 5,8% terhadap partisipasi
politik. Meskipun kontribusinya tergolong kecil, pengaruh ini tetap penting mengingat
bahwa kepercayaan politik mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap kompetensi,
integritas, dan kepedulian pemerintah dalam menjalankan proyek strategis nasional seperti
pembangunan IKN. Meskipun besarnya kontribusi tersebut tergolong kecil, pengaruhnya
tetap penting karena kepercayaan politik mencerminkan persepsi masyarakat terhadap
kompetensi, integritas, dan kepedulian pemerintah dalam menjalankan proyek strategis
nasional seperti pembangunan IKN.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar meneliti variabel independen lain yang

memiliki potensi dapat memengaruhi partisipasi politik, seperti kesadaran politik, tingkat
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pendidikan, atau akses terhadap informasi politik. Untuk masyarakat sebagai subjek
penelitian, penting untuk meningkatkan kepercayaan yang dimiliki terhadap pemerintah
sehingga dapat mewujudkan partisipasi aktif dalam pembangunan, seperti melalui forum
diskusi publik atau pengawasan kebijakan. Sementara itu, bagi instansi terkait seperti
pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan upaya peningkatan kepercayaan politik
bagi masyarakat guna meningkatkan partisipasi politik dalam proses pembangunan IKN.
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